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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana  
 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3472) 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara  Tahun 1998 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3790) 

 
Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

(Lembaran Negara  Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4635) 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 122) 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5253) 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi(Lembaran Negara  

Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 5355) 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 

(Lembaran Negara  Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 5512) 

 
Undang Undang Nomor 31  Tahun 2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, 
Tambahan Lembaran Nomor 5602) 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
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Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772) 
 

 
 


